BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Gondomanan
Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan
Gondomanan dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan
Aspek Kajian Capaian/ Standar Faktor yang mempengaruhi
Kondisi saat ini yang
digunakan Internal eksternal
Pelayanan, Standar peraturan kondisi tuntutan
Informasi dan Pelayanan Publik | ttg kantor masyarakat
Pengaduan di tingkat pelayanan | kurang atas fasilitasi
Kecamatan dan publik, memadai pelayanan
Kelurahan SOP, SPP publik yang
tinggi
Standar peraturan Pemahama | Tuntutan
Operasional ttg n terhadap | masyarakat
Prosedur dalam pelayanan | SOP, SPP | terhadap
pelayanan publik, belum pelayanan yang
SOP, SPP | optimal baik cukup
tinggi
Media informasi | UU Kemampua | Permintaan
kepada keterbukaa | n di bidang | informasi publik
masyarakat ninformasi | IT terbatas | dari masyarakat
terbatas publik )
Penyajian
data/inform
asi belum
optimal
Tuntutan peraturan Masih Tuntutan
masyarakat ttg kurangnya | terhadap
terhadap fasilitas | pelayanan | fasilitas fasilitas
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pelayanan publik | publik, yang pelayanan yang
SOP, SPP | ramah ramah gender
terhadap cukup tinggi
isu gender
Pembinaan Banyak kegiatan | Perwal SDM dan Pemahaman
Sosial Budaya | usulan pelimpahan | anggaran masy dan PD
Kecamatan masyarakat yang | kewenanga | yang lain terhadap
Gondomanan harus diampu, n terbatas perwal
seringkali di luar pelimpahan
kewenangan masih kurang
Penyelenggara | sarana prasarana | perwal SDM dan tuntutan
an wilayah rusak pelimpahan | anggaran masyarakat
Pembangunan kewenanga | yang untuk
Wilayah n, terbatas memperbaiki
Kecamatan sarpras yang
Gondomanan rusak
Pemerintahan, | banyaknya perda Kapasitas 1. Kesadaran
Keamanan dan | pelanggaran perijinan, SDM masyarakat
Ketertiban perda perijinan, perda dalam dalam
Kecamatan masalah pekat retribusi penegakan perijinan
Gondomanan kurang tenaga perwal Perda
. 2. Kesadaran
pengamanan pelimpahan | belum
. . masyarakat
wilayah dan kewenanga | optimal
dalam
kesadaran n
kurang ketertiban
keamanan
, sosialisasi umum
lingkungan
perda

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa

permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat

dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan

2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya

sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan

tugas dan fungsi pelayanan

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan

kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan PD lain dapat
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3.2.

mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
kecamatan.

4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan
fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan
fasilitasi kegiatan PD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.

6. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari
Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan
dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat

7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada

masyarakat

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke
depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar
tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk
mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu
organisasi tidak terleps dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota
terpilih adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman
huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk
keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih
menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya
mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek
mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa
dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai
keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di
masa depan.

Selanjutnya Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni

mengandung maksud:
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1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas
angka rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

2. Memiliki sarana dan prasaran pelayanan perkotaan yang layak dan
memadai bagi aktifitas warga.

3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.

4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakna
pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan
aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan
keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta sebagai kota

pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat adalah sebagai berikut:

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat
pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata,
perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan
komunikasi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang
unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.

2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah,
cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang
memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatnya aktifitas sektor pariwisata dan pendidikan sebagai
penopang utamapelaya nan jasa kota secara kompetitif dan sebagai
gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu
menarik picu pergerakan sektor andalan lain.

4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan
distribusi
sebagai pelayanan skala lingkungan, kota, dan regional.

5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri
sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha

serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Selanjutnya Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan

masyarakat mengandung makna sebagai berikut:
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1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil
dan berakhlak mulia.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya
hidup sehat dan bersih

3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan, yaitu: cerdas berteknologi,
penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman, dan
mencerahkan.

4. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja
produktif

5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong
yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi

berbagai kerawanan sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta yang berpijak
pada nilai keistimewaan adalah:

1. Berkembangnya pemerintahan, pelayanan, dan  aktifitas
kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung
tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-undang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas
pembangunan daerah berbasis keistimewaan.

3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur,
pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.

4. Berkembangnya semangat  “Jogja Berkemajuan” dalam
penyelenggaraan pembangunan kota, berupa kemauan kuat yang
bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang
religius, memakmurkan, dan berwawasan lingkungan serta pada

daya kreatif masyarakat Yogyakarta.

Upaya untuk mewujudkan Visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta
sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing
kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai

keistimewaan” dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

W DD PR

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya
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5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan

Gondomanan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan keamanan dan

ketertiban, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan

perekonomian dan pembangunan wilayah, dan pembinaan kelurahan.

Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan

f.  pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan kelurahan;

g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan
umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

i. pengkoordinasian  pelaksanaan  pengawasan, pengendalian
evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan

Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan mempunyai

peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi pertama. Misi

pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan
masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kemasyarakatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pllimpahan kewenangan
kepada Camat dapat dilihat secara umum pada program dan kegiatan
yang dilakukan oleh kecamatan yang menitik beratkan pada upaya
peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian juga

dengan meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.
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Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap

Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan

jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada

nilai keistimewaan.

No Misi Walikota Permasalahan Pelayanan Faktor
Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
1. | Meningkatkan 1. Perubahan Kecenderungan | Dukungan
kesejahteraan dan pelimpahan menambah lembaga
keberdayaan kewenangan dari | kegiatan yang kemasyarakt
masyarakat Walikota kepada | dilimpahkan an
2. | Memperkuat Camat dapat
ekonomi menyebabkan  revisi
kerakyatan dan terhadap dokumen
daya saing Kota perencanaan Tidak memiliki | Kebutuhan
Yogyakarta 2. Belum terpenuhinya | kewenangan SDM sesuai
3. | Memperkuat kebutuhan jumlah | pengadaan analisa
Moral, Etika dan personil serta | SDM jabatan
Budaya kualifikasinya sesuai
Masyarakat Kota dengan analisa
Yogyakarta jabatan, dapat
4. | Memperkuat tata menghambat
kota dan pelaksanaan tugas
kelestarian dan fungsi pelayanan | Adanya output | Mendekatka
lingkungan 3. Kurangnya kegiatan PD n pelayanan
5. | Meningkatkan pemahaman lain yang masyarakat
kualitas masyarakat terhadap | berada di
pendidikan, output pelayanan | Kecamatan
kesehatan, sosial, kecamatan, sehingga
dan budaya output pelayanan
6. Membangun kewenangan PD lain
sarana prasarana dapat mempengaruhi
publik dan persepsi kepuasan
permukiman masyarakat terhadap
7. Meningkatkan pelayanan kecamatan. | Kualitas SDM Integritas
tatakelola 4. Kurangnya kuantitas | yang ada SDM
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pemerintahan
yang Dbaik
bersih

dan

SDM sehingga masih
terdapat rangkap
jabatan fungsional

umum terkait dengan

pengelolaan

keuangan.

Belum optimalnya
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
kecamatan/kelurahan
dikarenakan adanya
tugas pembantuan

dan fasilitasi kegiatan
PD lain di

kecamatan

tingkat
dan
kelurahan.
Belum optimalnya
pemahamanan
pelimpahan
kewenangan dari
Walikota kepada
Camat, sehingga
masih banyaknya
usulan kegiatan dari
yang

merupakan

masyarakat
bukan

kewenangan Camat

Belum optimalnya
pemahaman standar
pelayanan kepada
masyarakat

belum optimal

Tugas
pembantuan
PD lain pada
kegitan tingkat
kecamatan dan

kelurahan

Usulan bersifat
keinginan dan
masih kurang
berorientasi
pada
kebutuhan

Banyak
prosedur yang
harus dipenuhi
dan

dilaksanakan

Mendekatka
n lokus
kegiatan
kepada

masyarakat

Mengakomo
dir
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaa
n
pembangun

an

Tuntutan
masyarakat
terhadap
perbaikan
kualitas
pelayanan

public
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3.3. Telaahan Renstra Kementriaan/Lembaga dan Renstra DIY

3.3.a. Telaahan Renstra Biro Tapem

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
Permasalahan Faktor
Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Biro Tapem terkait Sasaran Pendukung Penghambat
Renstra Biro Tapem
Meningkatkan tertib | Administrasi Terdapat petugas Hasil akhir
administrasi dalam | kependudukan PD terkait walaupun | pelayanan tetap

penyelenggaraan

merupakan tugas

jumlahnya masih

berada di Perangkat

urusan pembantuan, sangat kecil Daerah teknis
kependudukan dan | namun dampak terkait
catatan sipil terhadap persepsi
kepuasan layanan
masyarakat oleh
kecamatan sangat
tinggi
€4 Meningkatnya Kegiatan Kebutuhan Ego sektoral dan
tertib forkopimka perlu koordinasi, perubahan
administrasi diptertegas kembali | sinkronisasi dan kebijakan terkait

penyelenggara
an urusan
pemerintahan
umum dan
otonomi daerah
€ Meningkatkan
capaian
pelaksanaan
program
pendukung

sasaran PD

terkait dengan
kewenangan

penganggarannya

kebersamaan dalam
membina
pemerintahan

umum lintas sektor

forkopimka

Referensi renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata

Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

adalah Terwujudnya Tertib Administrasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan
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Berkualitas. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen
pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup
aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja
berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh
karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah
Kecamatan Gondomanan akan memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan
terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah
bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong
terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan
peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan
khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem
pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan
berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
dan bersih maka Pemeriantah Kota Yogyakarta bertujuan untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan
sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan
pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang
mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan
perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan
berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan
berupaya memberikan saran dan masukan pada Perangkat Daerah
terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban

kerja yang ada.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota
Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik
secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota
sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari
luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap
perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya
pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka
pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan
ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor
yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik
Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain

a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan;

b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi
dan Daerah

c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam
rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan;

d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung
dan kawasan budidaya;

e. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah,
budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta,;

f. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor
ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang
kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu
beserta pengendaliannya,;

g. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam
rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan
penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk
mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029,

penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai
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Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat
Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya
mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka
kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi
(1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk
pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata
untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan
Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa,
yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan Kkualitas dan
jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi,
telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang
terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung
terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata
Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan
Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata,
rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana
pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan
kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan
untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan
memberikan  hasil  untuk  kebutuhan  masyarakat dimana
pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria
lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan.
Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri
mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak
menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan
dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan
fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota
yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton,
mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman
Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya,
kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi
bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang,
pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan
kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan
kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta
pengelolaar parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas
dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal

sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperharhatikan
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kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai
pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata
ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035
telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan
Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang
diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota
yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan
memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat
dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam
serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran
penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas
ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada
kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian
lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya
kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH
publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai
warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa,
tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan
terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan
untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan
keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,
keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta
mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan
pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari
pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses
pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-
sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan

yang berkelanjutan.
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3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun

2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).
Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk
melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan
Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan
ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih
memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota
Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun
2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen
yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang
berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan
berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai
implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPIJMD Kota
Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan
dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
dilakukan dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat
(komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil
KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan
para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh
diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku
kepentingan Takan empunyai pengaruh dampak negative besar
dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah :
Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan
Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar

dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya
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tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai
dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa
ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat
kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan

hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara
mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk
mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang
bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan
dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang
akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya
dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih
dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di
Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas
berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah
domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung
dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak
dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan
yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang
dihasilkan dari emisi gas kendaraan.
Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan
hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat
penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat
terhadap lingkungan diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan
air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi
meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan
yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi
lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa
ekosistem merukapan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem
ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya
persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di
kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang
merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini

menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi
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lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak
hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam
(SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan.
diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan
Daya Alam (SDA),

meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan

Pengaruh tersebut

Sumber khususnya air dan udara, serta
biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi
pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya
agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak
terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi
terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan
dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota
Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah
adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang
semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman
hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan
keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan.
Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman
hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat
ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi

karena terjadi alih fungsi lahan.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Gondomanan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana

Struktur Ruang

Struktur Ruang Indikasi Pengaruh Arahan Lokasi
Saat ini Program Rencana Pengembangan
Pemanfaatan | Struktur Ruang Pelayanan
Ruang pada terhadap Perangkat
pereode kebutuhan Daerah

perencanaan Pelayanan

berkenaan Perangkat

Daerah
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Pendukung Kawasan Meneguhkan SDM yang | Memperkuat
kawasan wisata | wisata budaya | sebagai memahami sekitar
budaya di Ketandan | kawasan pengembangan | kawasan untuk
dan Kauman budaya wisata budaya | mendukung
kawasan yang
sudah ada
Dominasi Kawasan Penataan Kebutuhan Memperkuat
pemanfaatan pemukiman lingkungan terhadap SDM terkait
ruang disertai pemukiman fasilitator perijinan
pemukiman penataan pemberdayaan | kawasan
lingkungan masyarakat terbangun
Ada ruang | Kawasan Penataan Kebutuhan Memperkuat
potensi hunian kawasan terhadap kapasitas
bencana di | bantaran bantaran fasilitator masyarakat
bantaran Sungai Code Sungai Code pemberdayaan | dalam
Sungai Code masyarakat pengurangan
dalam risiko bencana
pengurangan
risiko bencana
Pusat Bisnis | Percampuran Kawasan bisnis | Pemahaman Kajian dari PD
dan perniagaan | antara dan terhadap peta | yang
pemukiman pemukiman struktur ruang | berwenang
dan kawasan | dengan dan polaruang | terkait dengan
bisnis namun | dukungan struktur tata
dominasinya mana yang rang dan pola
yang lebih  dominan ruang di
menentukan tidak wilayah.

menghilangkan

non dominan

Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Gondomanan dalam

struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota, diarahkan sebagai

pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih

fleksibel.

Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan

tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan

citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman

dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter
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lingkungan. Kecamatan ini dilewati oleh Sungai Code sehingga memiliki
potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

Peran Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan yang dapat
dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki adalah
pengendalian perijinan bangunan yang harus disesuaikan dengan
tata

kebijakan ruang. Sedangkan untuk kawasan yang memiliki

kerawanan bencana tugas dan kewenangan Perangkat Daerah

Kecamatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui
kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko

bencana.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah
Rencana Pola Pola Ruang Indikasi Pengaruh Arahan Lokasi
Ruang Saat ini Program Rencana Pengembangan
Pemanfaatan | Struktur Ruang Pelayanan
Ruang pada terhadap Perangkat
pereode kebutuhan Daerah
perencanaan Pelayanan
berkenaan Perangkat
Daerah
Kawasan Kawasan Meneguhkan SDM yang | Memperkuat
pelestarian pelestarian sebagai memahami sekitar
cagar budaya cagar budaya kawasan pengembangan | kawasan untuk
budaya wisata budaya | mendukung
kawasan yang
sudah ada
Ruang terbuka | Ruang terbuka | Penataan Kebutuhan Memperkuat
hijau dalam | hijau dalam | lingkungan terhadap SDM terkait
kampung kampung pemukiman fasilitator perijinan
pemberdayaan | kawasan
masyarakat terbangun
Kawasan Kawasan Penataan Kebutuhan Memperkuat
perlindungan perlindungan kawasan terhadap kapasitas
setempat di | setempat di | bantaran fasilitator masyarakat
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bantaran bantaran Sungai Code pemberdayaan | dalam

Sungai Code Sungai Code masyarakat pengurangan
dalam risiko bencana
pengurangan
risiko bencana

Pola ruang yang ada di wilayah Kecamatan Gondomanan cukup

fleksibel terhadap perubahan, namun perubahan tersebut bukan ke arah

perubahan pola akan tetapi perubahan struktur ruang. Oleh karena itu

perlu pencermatan terhadap perkembangan wilayah terbangun di wilayah

Kecamatan Gondomanan agar pola ruang yang ada tetap terjaga dengan

baik.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Rencana Tata Permasalahan Faktor
Ruang Wilayah Pelayanan Penghambat Pendorong
terkait tugas dan Perangkat Daerah
fungsi Perangkat Kabupaten /Kota
Daerah
Kawasan Kurangnya Pemahaman Peraturan terkait
pemukiman pemahaman masyarakat tata ruang
terhadap tata ruang | terhadap tata ruang
perkotaan masih rendah
Kawasan bisnis Kurangnya Masih  rendahnya | Peraturan tentang
pemantauan kesadaran sebagian | penghijauan dan
terhadap masyarakat pengelolaan
kebersihan dan | terhadap kebersihan
penghijauan penghijauan dan | lingkungan
lingkungan kawasan | pengelolaan
bisnis kebersihan
kawasan
Kawasan wisata | Kurangnya Masih  rendahnya | Pemerhati dan
budaya pemahaman PD | kehendak untuk | aturan terkait
terhadap bangunan | melestarikan kawasan /
cagar budaya dan | kawasan cagar | bangunan cagar
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kawasan cagar | budaya budaya
budaya
Kawasan Kurangnya Masih terdapat | Peraturan terkait
pemukiman kesadaran sebagian | warga masyarakat | kawasan bantaran
bantaran masyarakat di kawasan | sungai dan
terhadap bantaran yang | Lembaga
pemelihraan dan | belum memiliki | masyarakat
penataan kawasan | hunian yang layak pemerhati sungai
Bantaran Sungai
Code

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi Isu-lsu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan

Gondomanan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (hama baik)
kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan
merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan
dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan
yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh
terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam
sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola
pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang
nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas
pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;
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i. Akuntabilitas;

j- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan

|. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat
pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nhomor: 4
tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan
PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. ltulah perwujudan tekat
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan
masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas
Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di
Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah
Kecamatan Gondomanan pada tahun 2016 yaitu Kelurahan Ngupasan
dan Kelurahan Prawirodirjan. SPP kelurahan tersebut juga disusun
dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD. Sebuah upaya
penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan
baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat
berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan
pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan
ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang
berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu
seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, dan seksi pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki
persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor
4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis.
Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian
kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan.
Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar
Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya
dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya

persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana
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pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah
kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun
dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka
kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62
Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus
memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana
dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan
maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan
juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang
kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga
sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk
kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada
masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan perbaikan
sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-
alat kantor, perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor meliputi Kantor
Camat, Kantor Lurah Ngupasan dan Kantor Lurah Prawirodirjan. Kondisi
lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas
pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang
laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan
kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah
pembangunan gedung kantor Kelurahan Ngupasan dan pemindahaan
kantor Camat Gondomanan sampai tahun 2017 ini belum terwujud. Tetapi

sudah dilakukan pembelian tanah untuk Kantor Kelurahan Ngupasan.

.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau
kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu
keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan
pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender
dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan

partisipasi.
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Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali
atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah
melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan
yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui
Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu
pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang
Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.
Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan
merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara
kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans
sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan
kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan
pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan
masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan
(fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngupasan, dan
pemberdayaan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat
diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi Perekoniman dan
Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Gondomanan
yang terdiri dari dua kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan,
penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok
masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya
sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka
sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada

awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

.Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik
harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan serta hasil
musrenbang kecamatan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam
pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang
melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang
dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau

pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
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d.Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan
menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan
fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya.
Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat
Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan
pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan
kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin,
lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan
gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak
boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan
sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja
sesuai dengan kondisi Kecamatan Gondomanan. Hal yang sama juga
dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
(pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang
diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

f. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan
publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya
terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam
penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan
mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan
pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan
publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu
dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak
pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan
sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh
publik seperti informasi yang lainnya.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, dan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Gondomanan
melakukan berbagai inovasi antara lain; ekspose hasil porgram dan

kegiatan setiap tahun, pembuatan buku informasi pembangunan
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Kecamatan Gondomanan, pembuatan leaflet pelayanan, pemasangan
informasi dan Standart Pelayanan Publik, publikasi hasil survey kepuasan
layanan dan pembuatan buletin  ‘GONDOARUM’ Kecamatan
Gondomanan Kota Yogyakarta.
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